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ABSTRAK

Mudhoffar. 2025. KB Sebagai Strategi Sosial Dalam Mempertahankan Tradisi
Pernikahan Dini Oleh Masyarakat Desa Gunung Sereng Kwanyar Bangkalan
Atas Uu No 16 Tahun 2019. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga
Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Malang.
Pembimbing: Dr, Syamsu Madyan, Lc., MA. dan Dr, Zukhriyan Zakari, M.Pd.
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Kata Kunci: Pernikahan Dini, Keluarga Berencana, Strategi Sosial, Maqasid al
Syari’ah, Agensi Sosial, Pluralisme Hukum.

Penelitian ini mengkaji praktik Keluarga Berencana (KB) sebagai strategi
sosial dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini oleh masyarakat Desa
Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dalam kerangka
implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Fenomena pernikahan dini yang masih kuat secara kultural berhadapan dengan
regulasi negara yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19
tahun, sehingga memunculkan dinamika pluralisme hukum antara hukum
negara, hukum Islam, dan tradisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pandangan Islam terhadap
penggunaan KB sebagai respons atas praktik pernikahan dini; (2)
mendeskripsikan  bagaimana masyarakat menggunakan KB untuk
mempertahankan tradisi pernikahan dini; dan (3) menelusuri alasan masyarakat
menjadikan KB sebagai strategi adaptif guna mengurangi dampak biologis dan
sosial dari pernikahan dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris

dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam,

vi
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observasi lapangan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan
kerangka maqasid al-syari‘ah dan teori agensi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gunung Sereng
memahami KB bukan hanya sebagai alat pengendalian kelahiran, tetapi juga
sebagai mekanisme sosial untuk menjembatani tradisi dengan regulasi negara.
Secara teologis, praktik KB dipandang selaras dengan maqasid al-syari‘ah
dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Dari perspektif
agensi sosial, masyarakat menunjukkan kapasitas aktif untuk menegosiasikan
norma agama, tradisi, dan hukum negara melalui penggunaan KB sebagai
bentuk adaptasi sekaligus resistensi lunak (soft resistance) terhadap kebijakan
negara.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga
Islam dan pluralisme hukum di Indonesia, serta memberikan kontribusi praktis
bagi perumusan kebijakan perkawinan dan program KB yang lebih kontekstual

dan sensitif terhadap realitas sosio-kultural masyarakat pedesaan.

Ach Mudhoffar

vil



BAB I

PENDAHULUAN

REPOSITORY

1.1 Konteks Penelitian

University of Islam Malang

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan
dampak multidimensional, baik pada individu maupun masyarakat. Menurut
UNICEF, Indonesia masih menempati peringkat tinggi di Asia Tenggara
dengan sekitar 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF,
2023). Praktik ini berimplikasi serius pada kesehatan reproduksi,
keberlangsungan pendidikan, serta berkontribusi pada lingkaran kemiskinan
struktural (Restiana & Fadilah, 2023).

Sebagai respons, negara mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah
menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Regulasi ini merupakan langkah
progresif dalam melindungi anak dan mewujudkan kesetaraan gender (Hikmah
et al., 2023). Namun, implementasinya sering berbenturan dengan tradisi lokal
yang masih menganggap pernikahan dini sebagai mekanisme menjaga
kehormatan keluarga, stabilitas sosial, dan strategi ekonomi (Wahyuningsih et
al., 2024). Dengan demikian, muncul ketegangan antara hukum negara, hukum
agama, dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia (Salihu,
2024).

Fenomena unik terlihat di Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar,

Kabupaten Bangkalan, di mana masyarakat mengembangkan strategi adaptif:

1
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tetap melaksanakan pernikahan dini secara adat dan agama untuk memperoleh
legitimasi sosial, namun menggunakan program Keluarga Berencana (KB)
guna menunda dampak biologis pernikahan. Dalam praktik ini, KB berfungsi
bukan semata sebagai alat pengendalian populasi, melainkan sebagai strategi
sosial untuk menjembatani tradisi dengan regulasi hukum negara (Azinar et al.,
2023).

Konteks ini semakin signifikan ketika dianalisis melalui perspektif
Magasid al-Syari’ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan
keturunan (hifz al-nasl). Para tokoh agama lokal cenderung memberikan
legitimasi pada praktik KB temporer sebagai bentuk perlindungan maslahat
(Hanif et al., 2022). Dari perspektif teori agensi sosial, masyarakat Desa
Gunung Sereng menunjukkan bahwa mereka bukanlah pihak yang pasif,
melainkan agen yang aktif dalam menegosiasikan ruang antara hukum negara,
ajaran agama, dan tradisi lokal (Rizvi & Tirkey, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam tiga dimensi.
Pertama akademis, memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam
dengan menampilkan interaksi dinamis antara hukum negara, agama, dan
tradisi dalam konteks pernikahan dini. Kedua praktis, memberikan masukan
bagi pembuat kebijakan agar implementasi UU No. 16 Tahun 2019 lebih
sensitif terhadap konteks sosio-kultural masyarakat pedesaan. Ketiga normatif-
teologis, menunjukkan relevansi maqasid al-syari‘ah dalam memberikan dasar

legitimasi penggunaan KB sebagai strategi adaptif yang maslahat.



Oleh karena itu, Desa Gunung Sereng dapat dipandang sebagai
representasi penting dari dinamika pluralisme hukum dan adaptasi sosial

masyarakat, sehingga layak dijadikan studi kasus akademis yang mendalam.

REPOSITORY

Maka, peneliti berusaha untuk melakukan sebuah penelitian sebagai kontribusi

University of Islam Malang

untuk meneliti tesis dengan judul: “KB Sebagai Strategi Sosial dalam
Mempertahankan Tradisi Pernikahan Dini oleh Masyarakat Desa Gunung
Sereng Kwanyar Bangkalan ata UU No. 16 Tahun 2019”
1.2 Fokus Penelitian
Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama berikut:
1. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik KB sebagai respons atas
pernikahan dini di Desa Gunung Sereng?
2. Bagaimana masyarakat Desa Gunung Sereng menggunakan KB sebagai
strategi sosial dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini?
3. Mengapa masyarakat Desa Gunung Sereng memandang KB sebagai

langkah untuk mengurangi dampak dari tradisi pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian
Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang
ingin dicapai:

1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat Desa Gunung Sereng terhadap
program keluarga berencana (KB) dan posisi hukum Islam terhadap
penggunaan KB sebagai respons terhadap pernikahan dini

2. Menganalisis bagaimana KB digunakan sebagai strategi sosial dalam

mempertahankan tradisi pernikahan dini di Desa Gunung Sereng
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UNISMA 4

3. Menelusuri alasan masyarakat Desa Gunung Sereng menganggap KB
sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif dari praktik

pernikahan dini.

REPOSITORY

1.4 Kegunaan Penelitian
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Manfaat atau kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat
teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoritis
Penelitian 1ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan teori sosiologi dan antropologi, khususnya terkait
dengan adaptasi sosial masyarakat dalam merespons perubahan hukum.
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut
mengenai interaksi antara tradisi, agama, dan kebijakan pemerintah.

2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah,
khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPKB) di Kabupaten Bangkalan, dalam merancang program
sosialisasi dan intervensi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan
budaya masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembuat
kebijakan mengenai tantangan dalam implementasi undang-undang

perkawinan.
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1.5

1.6

Asumsi Penelitian

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat Desa Gunung
Sereng memiliki kesadaran dan pemahaman tentang adanya UU No. 16 Tahun
2019, tetapi tradisi pernikahan dini masih dianggap lebih penting. Penggunaan
program KB diasumsikan bukan hanya sebagai alat untuk mengatur jarak
kelahiran, melainkan sebagai alat adaptasi sosial yang strategis untuk menunda
dampak reproduksi dari pernikahan dini sekaligus sebagai upaya untuk
mendapatkan dispensasi nikah dari instansi terkait. Asumsi lain adalah bahwa
ada diskursus dan negosiasi sosial antara norma agama, tradisi lokal, dan
kebijakan pemerintah yang menghasilkan praktik sosial yang unik ini.

Asumsi ini menjadi dasar bagi peneliti dan akan diuji melalui analisis data
dan temuan penelitian. Sehingga, dalam memahami asumsi ini, dapat
memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang KB sebagai strategi sosial
dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini oleh masyarakat Desa Gunung
Sereng Kwanyar Bangkalan atas UU No. 16 Tahun 2019.

Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas
mengenai istilah-istilah yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami
konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu

ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Pernikahan dini
Praktik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun

perempuan pada usia yang relatif masih muda, biasanya di bawah usia 18

REPOSITORY

tahun.
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2. Keluarga berencana
Keluarga Berencana (KB) adalah program yang dirancang untuk
mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran dalam keluarga, dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan ibu dan anak, serta
memperbaiki kualitas hidup keluarga.

3. Strategi sosial
Strategi sosial adalah cara yang digunakan oleh individu atau kelompok
dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan
perubahan sosial, adaptasi terhadap perubahan hukum, atau untuk

memperbaiki kualitas hidup secara kolektif.

Dengan memahami istilah-istilah terkait topik penelitian ini, diharapkan
bisa mendapat gambaran yang jelas tentang fenomena yang akan diteliti dan

menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi hasil penelitian.
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BAB YV

PEMBAHASAN

5.1 Rasionalitas Keagamaan dalam Praktik KB: Sebuah Analisis Berbasis
Magqasid al-Syari’ah
Rumusan masalah pertama bertujuan untuk memahami pandangan Islam
terhadap praktik KB sebagai respons atas pernikahan dini di Desa Gunung
Sereng. Hasil penelitian menunjukkan sebuah pandangan keagamaan yang
sangat pragmatis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, yang secara
signifikan berbeda dari gambaran umum mengenai pandangan agama yang
kaku dan resisten terhadap perubahan. Analisis mendalam melalui kerangka
Magasid al-Syari’ah memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap strategi ini
bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan justru sebuah

implementasi dari esensi ajaran itu sendiri.

5.1.1 Melampaui Fiqih Tekstual: Prioritas pada Kesiapan dan Kemaslahatan
Salah satu temuan paling signifikan adalah bagaimana para tokoh

agama di Desa Gunung Sereng secara konsisten menekankan konsep
"kesiapan" (al-ba'ah) sebagai syarat fundamental pernikahan,
melampaui perdebatan kaku mengenai batas usia minimal secara
numerik. Pernyataan seorang tokoh agama bahwa pernikahan lebih
bergantung pada '"kesiapan fisik dan mental" ketimbang usia
merupakan kunci untuk memahami landasan teologis dari fenomena

yang diteliti. Pandangan ini secara efektif menggeser diskursus dari

97
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ranah figih yang formal-tekstual ke ranah magqasid yang substantif-
tujuan.

Temuan ini memberikan sebuah kontras yang tajam terhadap hasil
penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Givanti & Djaja
(2023) dan Wulandari (2024) Dalam penelitian mereka, ditemukan
bahwa faktor agama dan budaya seringkali menjadi penghalang utama
bagi penerimaan program KB dan regulasi usia nikah. Masyarakat
dalam konteks penelitian tersebut cenderung memandang program-
program tersebut sebagai intervensi yang bertentangan dengan nilai-
nilai agama yang mereka anut. Namun, di Desa Gunung Sereng, yang
terjadi adalah sebaliknya. Para elite agama justru menjadi agen yang
memberikan legitimasi teologis bagi sebuah praktik adaptif.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada penerapan
kerangka Maqasid al-Syari’ah. Para tokoh agama di Gunung Sereng
tidak terjebak pada perdebatan mengenai dalil-dalil spesifik tentang
usia nikah Aisyah r.a. atau anjuran memperbanyak keturunan.
Sebaliknya, mereka secara sadar mengangkat diskusi ke tingkat yang
lebih tinggi, yaitu tujuan pernikahan itu sendiri: untuk menciptakan
keluarga yang sejahtera, melindungi anggotanya dari kerusakan
(mafsadah), dan mendatangkan kemaslahatan (maslahah). Keputusan
untuk menentang pernikahan dini yang dilakukan "tanpa pertimbangan
matang" karena "berisiko bagi kesejahteraan psikologis dan sosial

pasangan" adalah aplikasi langsung dari prinsip-prinsip maqasid,
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khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql),
dan keturunan (4ifz al-nasl).

Lebih jauh, temuan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 yang

REPOSITORY

menetapkan batas usia 19 tahun dianggap "sejalan dengan ajaran Islam

University of Islam Malang

yang mendorong kesiapan" merupakan sebuah titik temu yang krusial
antara hukum negara dan interpretasi agama lokal. Ini menunjukkan
sebuah proses "islamisasi" terhadap hukum positif, di mana hukum
negara tidak dilihat sebagai produk sekuler yang asing, melainkan
sebagai sebuah instrumen yang secara fungsional membantu umat
Islam mencapai tujuan-tujuan syariatnya. Dalam hal ini, negara,
melalui peraturannya, dipandang telah melakukan jjtihad untuk
melindungi warganya, sebuah tindakan yang sepenuhnya didukung

oleh kerangka magasid.

5.1.2 KB Sebagai Perwujudan Hifz al-Nafs dan Hifz al-Basl

Jika pernikahan dini tanpa kesiapan dipandang sebagai sumber
potensi mafsadah, maka KB dalam konteks ini diposisikan sebagai
instrumen untuk menolak mafsadah tersebut (dar’ul mafasid).
Penerimaan KB oleh para tokoh agama didasarkan pada pemahaman
fungsionalnya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang
lebih tinggi, terutama perlindungan jiwa dan keturunan.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang
tinggi akan risiko kesehatan pernikahan dini, sebuah realitas yang juga

dikonfirmasi oleh penelitian Shetty (2024). Shetty menyoroti tingginya
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risiko pada kesehatan reproduksi perempuan sebagai akibat dari
pernikahan dini. Data dari petugas kesehatan di Gunung Sereng
menggemakan temuan ini dengan menyebutkan secara spesifik
"komplikasi kehamilan", "kelahiran prematur", dan "gangguan
kesehatan mental". Di sinilah letak rasionalitas keagamaan masyarakat
Gunung Sereng. Mereka tidak menampik risiko-risiko yang telah
terbukti secara ilmiah ini dengan dalih takdir. Sebaliknya, mereka
secara aktif mencari solusi yang dapat diterima secara teologis untuk
memitigasi risiko tersebut.

KB menjadi solusi tersebut. Dengan menggunakannya untuk
menunda kehamilan pertama, masyarakat secara sadar sedang
mempraktikkan Magasid al-Syari’ah dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs). Keputusan untuk menunda
kehamilan hingga tubuh perempuan mencapai kematangan fisik yang
optimal adalah tindakan preventif yang sangat jelas untuk melindungi
nyawa ibu dan anak dari komplikasi medis. Ini adalah bentuk ikhtiar
yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana menjaga kehidupan
adalah prioritas tertinggi.

Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl): Sebagaimana diuraikan
dalam kerangka teori, hifz al-nasl tidak hanya bermakna
memperbanyak jumlah keturunan, tetapi juga memastikan kualitasnya.
Dengan memberikan jeda waktu bagi pasangan muda untuk matang

secara emosional dan ekonomi, KB membantu menciptakan lingkungan
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5.2
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yang lebih kondusif untuk membesarkan anak yang sehat dan sejahtera.
Ini adalah pergeseran dari paradigma kuantitas ke kualitas, sebuah
interpretasi maqasid yang sangat relevan dengan tantangan zaman
modern.

Dengan demikian, pembahasan terhadap rumusan masalah pertama
menegaskan bahwa pandangan Islam yang berkembang di Desa Gunung
Sereng bersifat progresif dan substantif. Mereka berhasil mengintegrasikan
program kesehatan modern (KB) ke dalam kerangka etika Islam melalui lensa
Magqasid al-Syari’ah, menjadikannya bukan sebagai ancaman terhadap agama,
melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan luhur agama itu sendiri.
Mekanisme Agensi Sosial dalam Adaptasi Praktik Pernikahan Dini

Rumusan masalah kedua berfokus pada "bagaimana" masyarakat Desa
Gunung Sereng menggunakan KB sebagai sebuah strategi sosial. Pembahasan
terhadap temuan ini, dengan menggunakan teori Agensi Sosial, menyingkap
sebuah mekanisme sosial yang cerdas, di mana individu dan kelompok secara
aktif bernegosiasi dengan struktur di sekitar mereka untuk menciptakan hasil
yang menguntungkan bagi mereka, tanpa harus melakukan konfrontasi

langsung.

5.2.1 KB sebagai Alat Agensi dalam Dualitas Struktur
Teori Agensi Sosial Giddens menekankan adanya "dualitas
struktur", di mana struktur sosial (aturan, norma, sumber daya) bersifat

membatasi sekaligus memungkinkan tindakan agen. Fenomena di Desa
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Gunung Sereng adalah sebuah studi kasus yang sempurna dari konsep

ini. Masyarakat dihadapkan pada dua struktur yang saling menarik:

a. Struktur Hukum Negara (UU No. 16 Tahun 2019)

REPOSITORY
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Struktur ini bersifat formal, kaku, dan membatasi. Ia
menetapkan sanksi bagi pernikahan di bawah umur dan menjadi

penghalang bagi legalitas pernikahan.
b. Struktur Norma Sosial dan Adat

Struktur ini bersifat informal, fleksibel, dan memungkinkan.
[a memberikan legitimasi sosial bagi pernikahan dini dan
didukung oleh ekspektasi komunal, seperti yang juga ditemukan
dalam konteks lain oleh Rahiem (2021).

Di persimpangan dua struktur ini, masyarakat Gunung Sereng
menunjukkan agensi mereka. Mereka tidak pasif menerima salah satu
struktur dan menolak yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh teori,
mereka adalah agen yang reflektif, mampu memahami batasan dan
peluang dari kedua struktur tersebut. Hasilnya adalah sebuah strategi
adaptif yang luar biasa: mereka memanfaatkan sumber daya dari satu
struktur (KB dari negara) untuk menavigasi batasan dari struktur
lainnya (UU Perkawinan) demi mempertahankan struktur ketiga
(tradisi).

Rangkaian tindakan "menikah secara adat/agama -> menggunakan
KB -> mendaftarkan pernikahan secara resmi setelah cukup umur"

adalah inti dari strategi ini. Ini adalah tindakan agensi yang sadar dan
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bertujuan. Mereka mereproduksi esensi tradisi (status pernikahan sosial)
sambil secara cerdik menunda atau mengelola konsekuensi yang diatur
oleh struktur lain (konsekuensi biologis dan legal).

Temuan ini memberikan perspektif baru yang signifikan jika
dibandingkan dengan penelitian Givanti & Djaja (2023). Dalam studi
mereka di Tangerang, ditemukan bahwa pasangan muda cenderung
enggan mengikuti program KB karena faktor budaya dan agama. Ini
menggambarkan sebuah relasi konflik antara agensi (keengganan
individu) dan struktur (program negara).

Sebaliknya, di Gunung Sereng, agensi individu dan kolektif justru
merangkul program KB. Mengapa? Karena program tersebut telah
direposisi dan diberi makna baru oleh komunitas. Ia bukan lagi sekadar
program KB, melainkan telah menjadi "alat strategis" yang
memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya mereka
dalam lanskap hukum vyang berubah. Ini menunjukkan bahwa
keberhasilan atau kegagalan sebuah program struktural sangat
bergantung pada bagaimana para agen di tingkat lokal memaknainya

dan mengintegrasikannya ke dalam praktik sosial mereka.

Refleksivitas Kolektif dan Peran Kunci Aktor Sosial

Strategi yang kompleks ini bukanlah hasil dari tindakan individu
yang terisolasi, melainkan buah dari sebuah refleksivitas kolektif yang
difasilitasi oleh berbagai aktor sosial kunci. Giddens berpendapat

bahwa modernitas ditandai oleh peningkatan refleksivitas, di mana
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individu dan institusi terus-menerus memeriksa dan mereformasi
praktik mereka berdasarkan informasi baru. Hal ini terlihat jelas di Desa
Gunung Sereng.

Masyarakat secara kolektif telah merefleksikan situasi baru yang
mereka hadapi: hukum yang lebih ketat dan pengetahuan kesehatan
yang lebih baik. Hasil dari refleksi ini adalah konsensus sosial untuk
mengadopsi strategi "KB sebagai jembatan". Proses ini tidak akan
terjadi tanpa peran krusial dari berbagai agen yang membentuk

ekosistem sosial desa:
a. Petugas Kesehatan

Mereka bertindak sebagai agen perubahan dengan
menyuntikkan informasi dan sumber daya baru ke dalam sistem
sosial. Dengan membingkai KB dalam narasi kesehatan yang
positif, mereka berhasil mengatasi resistensi awal, sebuah
tantangan yang gagal diatasi dalam konteks penelitian

Waulandari (2024).
b. Tokoh Agama dan Adat

Mereka berfungsi sebagai agen legitimasi. Dengan
memberikan restu moral dan kultural, mereka mengubah
penggunaan KB dari tindakan yang berpotensi dianggap
"menyimpang" menjadi tindakan yang "bijaksana" dan
"bertanggung jawab". Mereka membantu menyelaraskan praktik

baru ini dengan struktur normatif yang ada.



UNISMA 105

c. Orang Tua

Mereka adalah agen transmisi. Dengan mendukung dan

REPOSITORY

mengarahkan anak-anak mereka untuk mengadopsi strategi ini,

mereka memastikan bahwa praktik adaptif ini diwariskan dan
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menjadi bagian dari norma sosial yang baru, setidaknya untuk
saat ini.

Interaksi dinamis antara para agen ini menunjukkan bagaimana
perubahan sosial terjadi. Bukan melalui perintah dari atas ke bawah,
melainkan melalui proses negosiasi, pemaknaan ulang, dan fasilitasi di
tingkat akar rumput. Ini adalah demonstrasi nyata dari bagaimana
struktur dan agensi saling membentuk secara dialektis. Struktur (hukum,
program KB) menyediakan kondisi dan sumber daya, tetapi agensi
(tindakan kolektif masyarakat yang difasilitasi oleh aktor kunci) adalah
yang menentukan bagaimana kondisi dan sumber daya tersebut
diinterpretasikan dan digunakan dalam praktik sosial sehari-hari

5.3 Rasionalitas di Balik Strategi: Analisis Motivasi dan Dampak
Rumusan masalah ketiga menyelidiki "mengapa" masyarakat memandang
KB sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi dampak pernikahan dini.
Pembahasan terhadap pertanyaan ini menyingkap lapisan-lapisan rasionalitas
yang mendasari strategi sosial mereka, yang mencakup pertimbangan
pragmatis jangka pendek dan aspirasi jangka panjang. Alasan-alasan ini, saat
dianalisis, sekali lagi menunjukkan koherensi yang kuat dengan prinsip-prinsip

universal kesejahteraan dalam Magqgasid al-Syari’ah.
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5.3.1 Mitigasi Risiko sebagai Motivasi Pragmatis
Dorongan utama dan paling fundamental di balik adopsi strategi

KB adalah sebuah rasionalitas pragmatis untuk mitigasi risiko.
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Masyarakat Gunung Sereng, terlepas dari keterikatan mereka pada
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tradisi, menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap bahaya
yang melekat pada pernikahan dini. Ini menantang stereotip tentang
masyarakat pedesaan yang sering dianggap pasrah atau kurang
terinformasi.

Motivasi ini secara langsung berkaitan dengan konteks yang lebih
luas sebagaimana digambarkan oleh penelitian terdahulu. Studi oleh
Shetty (2024) secara klinis memaparkan risiko kesehatan reproduksi
yang signifikan.

Sementara itu, penelitian Rahiem (2021) menunjukkan bahwa
pernikahan dini seringkali merupakan strategi untuk mengatasi masalah
ekonomi. Temuan di Gunung Sereng memperkaya kedua narasi ini.
Masyarakat di sini tidak hanya sadar akan risiko kesehatan yang
dipaparkan Shetty tetapi mereka secara aktif mengambil langkah untuk
mencegahnya. Mereka juga tampaknya sadar bahwa pernikahan dini
yang segera diikuti oleh kelahiran anak dapat memperburuk, bukan
menyelesaikan, masalah ekonomi yang mungkin menjadi salah satu
pendorongnya, seperti yang diisyaratkan oleh Rahiem.

Oleh karena itu, penggunaan KB adalah sebuah kalkulasi rasional.

Manfaat sosial dari melangsungkan pernikahan (menjaga kehormatan,
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memenuhi ekspektasi) tetap diambil, tetapi biayanya (risiko kesehatan,
beban ekonomi mendadak) diminimalkan atau ditunda. Ini adalah
tindakan yang didasarkan pada analisis untung-rugi yang cermat, di
mana kesejahteraan fisik dan ekonomi menjadi prioritas utama. Ini
adalah wujud dari apa yang disebut Giddens sebagai pemantauan
refleksif atas tindakan, di mana agen secara terus-menerus
mengevaluasi tindakan mereka dalam kaitannya dengan konsekuensi

yang mungkin terjadi.

KB sebagai Jembatan Kesiapan: Menyelaraskan Waktu Sosial dan
Biologis

Pembahasan ini mencapai puncaknya pada pemahaman bahwa
fungsi utama KB dalam strategi ini adalah sebagai "jembatan kesiapan".
Ini adalah temuan konseptual yang paling penting dari penelitian ini.
Masyarakat dihadapkan pada sebuah dilema fundamental: konflik

antara "waktu sosial" dan "waktu biologis/ekonomi".
Waktu Sosial

Ditentukan oleh tradisi dan norma komunitas. Menurut
waktu ini, seorang remaja mungkin sudah dianggap "pantas"
atau bahkan "didesak" untuk menikah.

Waktu Biologis

Ditentukan oleh realitas fisik, psikologis, dan finansial.

Menurut waktu ini, remaja yang sama mungkin sama sekali
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"belum siap" untuk menanggung beban kehamilan, persalinan,
dan membesarkan anak.

Strategi yang dikembangkan masyarakat Gunung Sereng adalah
sebuah solusi genius untuk konflik waktu ini. Pernikahan
dilangsungkan sesuai dengan waktu sosial, sehingga harmoni komunal
dan nilai-nilai tradisi tetap terjaga. Namun, dengan menggunakan KB,
mereka secara artifisial menunda dimulainya waktu biologis
(kehamilan) hingga pasangan tersebut dianggap telah mencapai
kesiapan yang memadai menurut standar kesehatan dan ekonomi.

Dengan kata lain, mereka telah merekayasa sebuah fase transisi
baru dalam siklus kehidupan: sebuah periode "pernikahan tanpa anak"
yang disengaja, yang berfungsi sebagai inkubator bagi pasangan muda
untuk mencapai kedewasaan dan stabilitas. KB adalah teknologi yang
memungkinkan adanya fase transisi ini. la berfungsi sebagai jembatan
yang menghubungkan titik di mana mereka secara sosial diizinkan
menikah dengan titik di mana mereka secara holistik siap untuk menjadi
orang tua.

Temuan ini secara signifikan memperkaya literatur yang ada. Jika
penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Givanti & Djaja (2023),
cenderung menggambarkan hubungan biner dan konfliktual antara
tradisi dan program negara, penelitian ini mengungkap adanya "jalan
ketiga" atau sebuah spektrum adaptasi yang lebih kompleks. Ini

menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas luar biasa
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untuk inovasi sosial, yaitu kemampuan untuk mengadopsi alat-alat

modern dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka budaya mereka

REPOSITORY

untuk menyelesaikan dilema-dilema kontemporer. Ini bukanlah kisah

tentang perlawanan atau kepasrahan, melainkan sebuah kisah tentang
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ketahanan, kreativitas, dan agensi sosial yang luar biasa.
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